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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Transportasi merupakan salah satu keperluan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat untuk melancarkan setiap aktivitas sehari-hari. Setiap orang 

membutuhkan transportasi untuk bepergian, bekerja, atau mengantarkan barang 

dari satu tempat ke tempat lainnya. Saat ini transportasi sudah semakin 

berkembang, dari yang awalnya menggunakan tenaga manusia, menggunakan 

tenaga hewan, hingga menggunakan tenaga mesin. Bentuknya pun bermacam-

macam, dari mulai roda dua, roda tiga, hingga roda empat. Transportasi ada dua 

jenis, yaitu transportasi yang digunakan secara pribadi dan transportasi umum. Kata 

transportasi sendiri mempunyai arti lain yaitu “pengangkutan” atau angkutan, 

dalam Black’s Law Dictionary, transportasi atau transportation diartikan sebagai 

the removal of goods or persons from one place to another, by a carrier.1 Sementara 

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UU LLAJ) angkutan didefinisikan 

sebagai: 

“Perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.”2 

                                                             
1 “What is Transportation?” The Law Dictionary,  http://thelawdictionary.org/transportation/, 

diakses pada 5 Maret 2020 
2 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

http://thelawdictionary.org/transportation/
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 Transportasi di berbagai kota besar di Indonesia mempunyai jaringan umum 

yang bervariasi, antara lain meliputi angkutan perkotaan, taksi, kereta api, kapal 

penyebrangan dan pesawat udara. Pada dasarnya, sebagian besar masyarakat masih 

memilih angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Banyak jenis 

angkutan umum yang terdapat saat ini, mulai dari angkutan roda dua (ojek), 

angkutan kota (angkot), bus, sampai taksi.   Masyarakat bebas memilih jenis 

transportasi mana yang ingin mereka gunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Jika masyarakat ingin bepergian ke tempat tujuan namun tidak mau terhalang oleh 

macet, mereka dapat memilih ojek. Jika masyarakat dengan kelas ekonomi 

menengah biasanya memilih angkot atau bus sebagai sarana transportasi mereka, 

namun jika masyarakat ingin merasakan kenyaman dan mereka tidak masalah 

dengan biaya, biasanya cenderung memilih taksi sebagai sarana transportasi. Saat 

ini, banyak perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan transportasi umum 

menyediakan taksi dengan berbagai macam fasilitas, seperti mobil dengan 

pendingin udara, hingga mobil mewah yang diubah menjadi taksi yang dapat 

memberikan kenyamanan lebih untuk para konsumennya.  

 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 

Jalan, taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi 

tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.3 Melalui Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang  Penyelenggaraan Angkutan Orang Di 

Jalan Dengan Kendaraan Umum (yang selanjutnya disebut Kepmenhub 35/2003) 

definisi mengenai taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang 

                                                             
3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 
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umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani 

angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.4 

 Angkutan taksi ini sudah ada sejak tahun 1970an di Indonesia. Banyak 

orang mengetahui taksi dengan ciri khas kendaraan beroda empat yang memiliki 

“tanda khusus” yaitu lampu di bagian atasnya, sebagai penanda siap memberi 

tumpangan.5 Dalam praktiknya, untuk mengakses taksi bisa melalui beberapa cara 

seperti mencegat di jalan, menunggu di tempat-tempat biasa dimana taksi tersebut 

berkumpul (pangkalan taksi) atau memesan dengan cara menelfon. Cikal bakal 

masuknya taksi ke Indonesia adalah berdirinya perusahaan layanan taksi bernama 

Golden Bird atau Chandra Taksi (yang sekarang dikenal dengan nama Blue Bird) 

pada tahun 1972 di Jakarta.6 Seiring dengan perkembangan transportasi di 

Indonesia, muncul berbagai perusahaan penyedia layanan taksi, seperti (Express, 

Gemah Ripah, dan Taksi Putra dan lain sebagainya).  

 Seiring dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

taksi juga mengalami perkembangan, salah satunya adalah dengan munculnya 

aplikasi transportasi berbasis aplikasi online (taksi online) yang bisa dapat diakses 

dengan mudah kapan saja dan di mana saja melalui smartphone.7 Dengan aplikasi 

online tersebut tentu sangat memudahkan masyarakat karena lebih praktis dan dapat 

diakses oleh siapa pun dan kapan pun ketika akan menggunakanya. Masyarakat 

                                                             
4 Keputusan Menteri Perhubungan 35 Tahun 2003 
5 Sri Noviyanti, “Mengenal Taksi Moda Transportasi yang Tak Lekang Dimakan Zaman”, Kompas, 

https://travel.kompas.com/read/2017/10/02/170500727/mengenal-taksi-moda-transportasi-yang-

tak-lekang-dimakan-zaman, diakses pada 4 Maret 2020 
6 “History of Blue Bird” Blue Bird, https://www.bluebirdgroup.com/id/history-of-bluebird/, diakses 

pada 6 April 2020 
7 Udin Silalahi, Competition Policy on Online Taxi Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 

No. 1 (2019): 91-109, hlm. 1 

https://www.bluebirdgroup.com/id/history-of-bluebird/
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sebagai penumpang tidak perlu datang ke sebuah pangkalan taksi, mereka cukup 

mengunduh aplikasi melalui Apple Store maupun Play Store lalu melakukan 

pemesanan dari aplikasi tersebut dan taksi akan datang menjemput. Aplikasi akan 

secara otomatis mencari driver yang standby, sehingga konsumen hanya perlu 

melakukan pemesanan lalu menunggu driver datang ke tempat penjemputan.8 

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perhubungan PM 118/2018 (yang 

selanjutnya disebut Permenhub 118/2018) menjelaskan bahwa, angkutan yang 

pemesannya melalui aplikasi online atau taksi online berkaitan dengan definisi 

Angkutan Sewa Khusus (“ASK”), yaitu pelayanan angkutan dari pintu ke pintu 

dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke 

bandara udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan 

menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran biaya tarif 

sudah tercantum dalam aplikasi.9 

 Terdapat dua perusahaan aplikasi yang telah berdiri di Indonesia pada saat 

ini yaitu Go Jek dan Grab, masing-masing aplikasi tersebut dinaungi oleh sebuah 

perusahaan lokal serta perusahaan asing. Go Jek dinaungi oleh perusahaan lokal 

yang memiliki nama lain PT Aplikasi Karya Anak Bangsa10 dan sekarang berubah 

menjadi PT Go Jek Indonesia. Sedangkan Grab dinaungi oleh perusahaan asing dari 

Malaysia yang berkantor di Singapura. Di Indonesia, Grab memiliki nama PT 

Solusi Transportasi Indonesia. Go Jek dan Grab merupakan aplikasi layanan 

transportasi terpopuler di Asia Tenggara yang menyediakan layanan transportasi 

untuk menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi di 

                                                             
8 “Informasi Ojek Online”, Infojek, https://www.infojek.com diakses pada 4 Maret 2020 
9 Peraturan Menteri Perhubungan 118/2018, Pasal 1 Angka 7 
10 “Go Jek”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Go Jek, diakses pada 4 Maret 2020 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gojek
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seluruh Asia Tenggara. Aplikasi Go Jek dan Grab menawarkan beberapa pilihan 

layanan transportasi mulai dari taksi, mobil pribadi, sepeda motor, hingga 

pengiriman paket untuk memenuhi kebutuhan penumpang di Singapura, Malaysia, 

Thailand, Filipina, Vietnam dan khususnya di Indonesia. Berbagai jasa yang 

ditawarkan oleh masing-masing perusahaan tersebut tentunya berbasis online.  

 Jasa yang ditawarkan oleh Go Jek dan Grab tentu memiliki kekurangan dan 

kelebihannya masing-masing, terlebih dalam hal pengenaan tarif yang di terapkan 

oleh setiap perusahaan. Dalam pedoman teknis yang dibuat oleh Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat, yang dimaksud dengan tarif adalah besarnya biaya yang 

dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang 

dinyatakan dalam rupiah.11 Dalam aplikasi Go Jek dan Grab sendiri, tarif diartikan 

sebagai trip, trip berarti tarif yang dibebankan oleh penyedia kendaraan. Untuk Go 

Car dan Grab Car, biaya perjalanan yang dibebankan adalah yang tertera pada 

aplikasi atas penyediaan layanan transportasi, termasuk biaya yang terkait dengan 

pemrosesan transaksi dan pajak atau retribusi. Penetapan tarif yang diterapkan oleh 

Go Jek dan Grab dihitung berdasarkan per km (kilometer) nya. Untuk mengetahui 

berapa banyak biaya atau tarif yang harus di bayarkan kepada driver, biasanya tarif 

akan secara otomatis keluar nominalnya di aplikasi saat kita sudah menentukan 

lokasi atau tujuan dimana ingin diantar. Dengan begitu secara langsung kita sudah 

mendapatkan informasi berapa kiranya besarnya harga yang harus di bayarkan 

nantinya ketika sudah sampai di tujuan.12 

                                                             
11 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/DRJD/2002 tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam 

Trayek Tetap dan Teratur 
12 “Tarif Go Jek Per KM”, Infojek, https://www.infojek.com/tarif-Go Jek-per-km/ diakses pada 5 

Maret 2020 

https://www.infojek.com/tarif-gojek-per-km/
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 Sebelumnya, sudah dijelaskan bagaimana Go Jek dan Grab menentukan 

tarifnya, lain halnya dengan taksi konvensional. Taksi konvensional menentukan 

tarif atas dasar Kepmenhub 35 Tahun 2003 yang tertera pada Pasal 29 yang 

menyatakan bahwa tarif taksi ditetapkan berdasarkan argometer. Penetapan 

argometer yang tertera pada taksi tersebut didapat melalui metode membayar sesuai 

dengan jauh dekatnya jarak yang kita tempuh. Perbedaan pengenaan tarif yang 

dilakukan antara taksi konvensional dan Go Jek atau Grab tentunya tidak serta 

merta dapat memberikan kenyamanan bagi konsumen itu sendiri. Dalam hal ini, 

konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan dari transportasi taksi mana yang akan 

digunakan jika mengacu pada tarif yang nantinya akan dibayarkan. Artinya antara 

tarif yang dikenakan oleh taksi konvensional dan tarif yang dikenakan oleh Go Jek 

atau Grab pada akhirnya akan bermuara suatu pertanyaan, tarif manakah di antara 

kedua penyedia jasa tersebut yang lebih melindungi konsumen.  

 Pengenaan tarif tersebut yang menjadi permasalahan dan akan dibahas oleh 

penulis dalam penelitian ini. Penulis lebih memfokuskan terhadap pengenaan tarif 

yang diterapkan oleh Go Jek dan Grab. Pada kenyataannya, dimana sistem 

penetapan tarif yang diterapkan oleh Go Jek dan Grab tentu banyak dipilih oleh 

masyarakat karena lebih efisien, Go Jek dan Grab menetapkan tarif dengan sistem 

tarif datar. Dimana sistem tarif datar atau flat (atau bisa juga disebut flat fee) adalah 

an amount that is charged or paid that does not change according to the amount of 

work done, or the number of times something is used13 atau jumlah yang dibebankan 

atau dibayar tidak berubah sesuai dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan, atau 

                                                             
13 “Flat Fee”, Dictionary Cambridge, http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/flat-fee, 

diakses pada 5 Maret 2020 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/flat-fee


7 
 

berapa kali ada sesuatu yang digunakan, atau dengan kata lain jumlah yang 

dibayarkan oleh konsumen tidak dipengaruhi oleh jarak atau waktu.  

 Akan tetapi, permasalahan muncul saat terjadi faktor eksternal dalam 

berkendara seperti cuaca buruk atau saat hujan melanda, padatnya arus kendaraan 

atau kemacetan dan jam-jam sibuk (rush hour). Seringkali kita ketahui bahwa Go 

Jek dan Grab menetapkan tarif yang jauh lebih mahal daripada tarif normal. 

Perubahan tarif pada keadaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

tingginya permintaan, kepadatan pemesanan dan juga kekurangan driver di suatu 

wilayah. Jam sibuk atau rush hour di mulai dari pukul 6 (enam) sampai sekitar jam 

9 (sembilan) pagi saat semua orang ingin menjalani aktivitas seperti berangkat 

sekolah atau kerja. Selanjutnya jam sibuk akan kembali aktif pada jam 4 (empat) 

sampai sekitar 8 (delapan) malam saat pulang kantor.14 Dimana ketentuan kenaikan 

tarif tersebut akibat tingginya permintaan, yang tentu hal tersebut sangat 

menguntungkan bagi perusahaan, ketika “supply” dan “demand” tidak seimbang 

maka penerapan tarif dapat dimainkan. 

 Disini penulis ingin mempertanyakan apakah penetapan tarif yang 

diberlakukan oleh Go Jek dan Grab tersebut sudah diatur dalam peraturan yang 

berlaku di Indonesia, karena jika melihat pada ketentuan Permenhub No. 118 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, tertuang Pasal 2 Surat 

Kementerian Perhubungan Nomor: SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 yang menjelaskan 

mengenai tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan sewa khusus.  

                                                             
14 “Rush Hour Go Jek 2020 Informasi Jam Sibuk Serta Tarifnya”, Infojek, 

https://www.infojek.com/rush-hour-Go Jek, diakses pada 6 Maret 2020 

https://www.infojek.com/rush-hour-gojek
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 “Besaran tarif angkutan sewa khusus di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali adalah 

Rp6.000/km untuk batas atas. Sementara untuk batas bawah sebesar Rp3.500/km. 

Selanjutnya tarif di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan 

Papua Rp6.500/km untuk batas atas dan tarif batas bawahnya sebesar 

Rp3.700/km.” 

 Penetapan mengenai batas atas dan batas bawah tarif angkutan sewa khusus 

sudah tertuang jelas dalam peraturan di atas, akan tetapi Go Jek dan Grab masih 

menetapkan tarif yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan peraturan yang 

ada. Dengan contoh kasus misalnya, penumpang memesan Go Car atau Grab Car 

untuk perjalanan dari SCBD ke Blok A yang berjarak 6 km, dalam aplikasi Go Car 

atau Grab Car, tarif yang tertera adalah sebesar Rp. 26.000. Namun, ketika hujan 

dan rush hour, dengan jarak, tempat berasal dan tujuan yang sama, tarif yang tertera 

di aplikasi Go Car atau Grab Car tidak sesuai dengan yang seharusnya, penumpang 

dikenakan tarif lebih tinggi dari biasanya dan melonjak hingga hampir dua kali 

lipatnya atau setara dengan Rp. 64.000. Untuk penetapan tarif Go Jek dan Grab 

secara praktis tidaklah kesulitan, karena selama ini secara tidak langsung justru 

Permenhub sudah menerapkan tarif batas bawah dan batas atas.15 

 Kini keberlangsungan operasi taksi online yang tengah dikuasai oleh dua 

perusahaan aplikasi (aplikator) raksasa tentu memiliki aturan yang harus dipatuhi. 

Karena bila tidak, seharusnya Menteri atau Gubernur dapat memberikan sanksi 

administratif kepada perusahaan terkait, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan 

                                                             
15 “Siaran Pers YLKI: Taksi Berbasis Aplikasi Belum Memberikan Jaminan Perlindungan Kepada 

Konsumen”, YLKI, http://ylki.or.id/2017/03/siaran-pers-ylki-taksi-berbasis-aplikasi-belum-

memberikan-jaminan-perlindungan-kepada-konsumen/ diakses pada 10 Maret 2020 
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izin penyelenggaraan, hingga pencabutan izin penyelenggaraan.16 Produk barang 

dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama 

semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan 

daya tanggap konsumen.17 Sebagai konsumen kita dilindungi oleh Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut 

UUPK). Dalam Pasal 1 Angka 1 UUPK,  definisi dari perlindungan konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen. Kalimat “segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum” merupakan benteng untuk menghalangi adanya tindakan 

sewenang-wenang terhadap konsumen dalam UUPK.18 Definisi konsumen sendiri 

terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK menjelaskan bahwa: 

“Yang berarti setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”19 

 Apabila diperhatikan, kondisi konsumen di Indonesia saat ini, tampak 

bahwa posisi konsumen masih sangat lemah dibandingkan dengan posisi pelaku 

usaha, sehingga perlu adanya pemberdayaan konsumen agar posisinya tidak selalu 

pada pihak yang dirugikan.20 Sedangkan yang disebut pelaku usaha adalah setiap 

orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan 

                                                             
16 Taufan Adharsyah, “Aturan Tarif Taksi Baru Untungkan Grab & Go Jek?” CNBC Indonesia, 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190619152446-37-79359/aturan-tarif-taksi-baru-

untungkan-grab-Go Jek, diakses pada 11 Maret 2020 
17 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

hlm. 4 
18 Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1 
19 Pasal 1 Angka 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
20 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013) hlm.41 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190619152446-37-79359/aturan-tarif-taksi-baru-untungkan-grab-gojek
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190619152446-37-79359/aturan-tarif-taksi-baru-untungkan-grab-gojek
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badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi.21 Sebagai konsumen, kita mempunyai hak yang telah dijamin oleh 

Undang-Undang, hak tersebut tercantum dalam Pasal 4 UUPK, yaitu sebagai 

berikut: 

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan; 

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

                                                             
21 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

 Dalam ketentuan di atas disebutkan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh 

konsumen, dimana merujuk pada poin Pasal 4 poin (a) UUPK bahwa konsumen 

memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; dimana konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ketiga 

hak tersebut melalui tarif yang ditetapkan oleh Go Jek dan Grab ketika konsumen 

menggunakan jasa Go Jek dan Grab. Kemudian, adanya Pasal 4 poin (b) UUPK 

yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau 

jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen berhak mendapatkan kualitas dan 

kuantitas yang sesuai dengan tarif yang diberlakukan oleh Go Jek dan Grab. 

Kemudian, Pasal 4 poin (c) UUPK menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas 

informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa. Akan tetapi dalam syarat dan ketentuan umum yang dibuat oleh 

perusahaan Go Jek dan Grab terdapat klausul mengenai “Informasi Rahasia” yang 

di dalamnya menyebutkan bahwa tabel tarif dan tarif termasuk informasi rahasia. 

Perlindungan konsumen merupakan hal yang utama dalam bertransaksi. Dalam hal 

ini Go Jek dan Grab sebagai penyedia jasa transportasi yang marak digunakan di 

indonesia menjadi isu yang patut untuk ditanyakan dalam hal perlindungan 

konsumen.  
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 Mengingat bahwa tarif yang ditetapkan oleh Go Jek dan Grab kepada 

konsumen melanggar ketentuan Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 dan UUPK 

karena tarif yang ditetapkan berlandaskan sistem high fare due to high demand. 

Penetapan tarif Go Jek dan Grab mengikuti faktor-faktor eksternal dalam 

berkendara seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis di atas (cuaca, arus 

kendaraan atau kemacetan dan lain sebagainya). Lain halnya dengan transportasi 

umum lainya seperti taksi konvensional seperti contohnya Blue Bird yang 

menetapkan harga yang sama pada jarak yang sama dalam kondisi apapun. 

Kenaikkan tarif yang ditetapkan oleh Go Jek dan Grab pada saat rush hour dapat 

menimbulkan kerugian pada konsumen yang menggunakan jasa layanan mereka 

karena konsumen harus membayar harga yang lebih mahal untuk rute yang sama 

dengan jarak yang sama. 

 Melihat adanya fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti apakah 

perusahaan taksi online Go Jek dan Grab sudah menaati Permenhub Nomor 118 

Tahun 2018 mengenai tarif batas atas dan batas bawah dan diantara tarif taksi 

konvensional dan taksi online, tarif manakah yang lebih melindungi konsumen 

berdasarkan UUPK. Maka dari itu, penelitian ini akan diberi judul: “Perlindungan 

Konsumen atas Penetapan Tarif Taksi Online menurut Peraturan Menteri 

Perhubungan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” 

1.2 Rumusan Masalah   

 Setelah pemaparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu 

permasalahan yang akan dianalisa, yaitu: 
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a. Bagaimana perusahaan taksi online (Go Jek dan Grab) dalam menetapkan 

tarif? Apakah sudah sesuai menurut Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Sewa Khusus? 

b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas penetapan tarif 

yang dikeluarkan oleh Go Jek dan Grab dibandingkan dengan penetapan 

tarif taksi konvensional kaitannya dengan Undang-Undang No 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mempertanyakan apakah 

perusahaan Go Jek & Grab sudah mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan No. 

118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus mengenai tarif 

batas atas dan batas bawah yang tertuang dalam Pasal 2 Surat Kementrian 

Perhubungan Nomor: SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 tentang tarif batas atas dan tarif 

batas bawah angkutan sewa khusus. Kemudian penulis disini ingin mengetahui tarif 

mana yang lebih melindungi konsumen antara tarif yang ditetapkan oleh Go Jek 

atau Grab dengan tarif yang ditetapkan taksi konvensional jika dikaitkan dengan 

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis, antara lain: 
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a. Manfaat Teoritis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka memperkaya ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang hukum. Adapula yakni untuk 

menambah wawasan atau pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dalam 

bidang hukum perlindungan konsumen, sehingga dapat menjadi referensi 

bagi peneliti, pengajar atau akademisi lain di kemudian hari 

b. Manfaat Praktis:  

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan 

pemikiran kepada para mahasiswa, staf pengajar, para praktisi hukum untuk 

menambah wawasan yang memfokuskan kepada kebutuhan masyarakat dan 

semua kalangan khususnya kita sebagai konsumen  

1.5 Sistematika Penulisan  

 Sistematika Penulisan disusun untuk menjelaskan dan memudahkan para 

pembaca dalam memahami permasalahan penelitian. Untuk mempermudah 

pemahaman thesis ini, maka penulis menyampaikan rincian pembahasan yang 

dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I  

PENDAHULUAN 

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang membahas mengenai signifikasi 

permasalahan yang menjadi objek penelitian dan sebagai dasar bagi pelaksanaan 

penelitian dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, dalam bab ini secara 
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berturut-turut dicantumkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai semua teori-teori yang berkaitan dengan 

topik yang diteliti dalam tesis ini. 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari beberapa 

sub bab yakni jenis penelitian, cara memperoleh bahan hukum, sifat analisis, dan 

hambatan-hambatan penulis dalam penulisan dan penanggulangannya. 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini akan dibahas serta dianalisa mengenai hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh penulis melalui serangkaian bahan-bahan yang telah diteliti dan 

akan diuraikan secara jelas dan lengkap. 
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BAB V  

PENUTUP 

Dalam akhir dari penelitian ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya serta saran 

dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


